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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persoalan pendidikan merupakan hal penting untuk memajukan 

sebuah Negara. Jika sistem pendidikan di suatu Negara baik maka secara 

otomatis Negara tersebut digolongkan sebagai Negara maju. Terdapat benang 

merah antara kemapanan sistem pendidikan dengan kesuksesan roda 

pemerintahan. Sebenarnya semua persoalan yang ada di sebuah Negara akan 

dapat diatasi dengan kematangan pendidikan di sebuah Negara tersebut. 

Krisis pendidikan dan kebudayaan akan berdampak pada krisis di 

segala bidang. Hal ini dikarenakan kerusakan dunia pendidikan akan 

mempengarui tatanan sosial yang lain termasuk sektor ekonomi, politik, 

agama, hukum. Maka dari itu, persoalan pendidikan menjadi hal penting 

untuk mensejahterakan masyarakat. Menjadi persoalan adalah banyak yang 

menganggap jika tanpa kesejahteraan maka pendidikan akan sulit di raih. 

Seperti isu lama yang sering dikumandangkan oleh para aktivis pendidikan 

seputar orang miskin dilarang sekolah.1 

Perdebabatan seputar pendidikan memang tidak pernah pudar, seiring 

bertambahnya waktu serta mengarah ke masyarakat yang lebih mapan. Sejak 

sebelum merdeka hingga saat ini persoalan pendidikan masih tetap menarik 

untuk diperbincangkan. Keseriusan dalam memperbaiki pendidikan menjadi 

                                                           
1  Persoalan demikian pernah diulas oleh Darmaningtias dalam bukunya, Pendidikan 

Rusak – Rusakan. (Yogyakarta: LKIS, 2015) dan Wiwik Prasetio, Orang Miskin dilarang Sekolah 

(Yogyakarta: Diva Press, 2009) 
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modal awal pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, khususnya dari 

kalangan menengah ke bawah yang itu sebagian besar berada di bagian 

terluar wilayah Indonesia.  

Salah satu keseriusan pemerintah dalam memperbaiki pendidikan 

adalah dengan menyetarakan antara lembaga pendidikan Islam dengan 

lembaga pendidikan nasional. Kedua lembaga ini memiliki peran yang sama 

yaitu sama – sama sebagai wadah anak negeri untuk memperoleh pendidikan 

layak yang sesuai dengan kebutuhan dari setiap individu peserta didik 

tersebut. 

Tokoh yang berpengaruh dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia 

salah satunya adalah A. Mukti Ali. Dia ketika menjadi menteri agama mampu 

memberikan kontribusi besar terhadap dunia pendidikan di Indonesia, 

terutama pendidikan Islam. Banyak kebijakan tentang pendidikan Islam yang 

dikeluarkan ketika menjadi menteri agama. Salah satu jasa yang tidak pernah 

terlupakan hingga saat ini adalah memasukkan mata pelajaran umum ke 

dalam lembaga pendidikan Islam begitupun sebaliknya. 2  Selain aspek 

pendidikan A. Mukti Ali ini juga berperan besar terhadapat modernisasi 

lembaga Departemen Agama.3 

Modernisasi yang dimaksud adalah perubahan paradigma yang 

digunakan untuk membaca permasalahan kebangsaan. Salah satunya adalah 

                                                           
2 Abuddin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008), 354 
3  Departemen Agama adalah untuk bagian dari aparatur pemerintah negara republik 

Indonesia yang menangani bidang pembangunan dan kehidupan beragama dan dipimpin oleh 

menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan 

sebagian dari tugas pemerintah dan pembangunan dibidang agama 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

 

 

 

ketika tentang pembentukan lembaga MUI yang pada saat itu masih dianggap 

tabu. Disisi lain, lembaga tersebut sebagai alat pemerintah untuk 

mempersatukan umat Islam yang mayoritas masih dilanda perpecahan antar 

golongan serta kondisi pemerintahan yang masih belum stabil. 

Persoalan pendidikan Islam menjadi perhatian yang serius, karena 

dianggap mampu untuk memperbaiki tatanan nilai masyarakat Indonesia. 

Apalagi agama Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas diantara sekian 

banyak agama yang diakui oleh pemerintah. Informasi terbaru adalah terdapat 

7 agama 4  yang diakui oleh pemerintah dan ini bisa hidup berdampingan 

dengan saling menghormati.  

Dalam tesis Max Weber (1864 - 1920) disebutkan bahwa agama 

dengan seperangkat ajarannya adalah spirit untuk menentukan harmoni sosial 

dalam kehidupan bermasyarakat (Sosio - Kultural). Sedangkan dalam tesis 

Emile Durkheim (1857 - 1917) dinyatakan bahwa realitas sosial (Harmoni 

Sosial) adalah spirit untuk menentukan tata kelola kehidupan keagamaan.5  

Dengan demikian, meskipun Islam adalah agama mayoritas namun 

pola keberagaman yang dibangun oleh masyarakat multikultural di Indonesia 

adalah upaya untuk membangun keharmonisan sosial. Praktik keberagaman 

yang mereka kembangkan adalah upaya pengejawantahan prinsip ajaran 

agama masing - masing. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan 

                                                           
4 Pemerintah Indonesia sekarang menambah daftar agama baru yang secara resmi diakui. 

Setelah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu, pemerintah menyatakan bahwa 

Baha'i merupakan agama yang keberadaannya diakui konstitusi. Lihat: http:// www. 

republika.co.id /berita /dunia -islam/islam-nusantara/14/07/25/n97 vws -menag-akui-bahai-

sebagai-agama-baru-di-indonesia 
5  Kunawi Basyir, Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali 

(Surabaya: ISLAMICA, Jurnal Studi Keislaman, Volume 8, Nomer 1, September 2013), 5. 
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bahwa upaya membangun kerukuan antar umat beragama tidak banyak 

ditentukan oleh semangat keagamaan, akan tetapai struktur sosial atau 

lingkungan sekitar yang berperan dalam membangun pola keberagaman.6 

Namun yang perlu digaris bawahi adalah, kondisi heterogenitas 

bangsa Indonesia ibarat pedang bermata ganda, di satu sisi kemajemukan bisa 

menjadi kekuatan konstruktif - produktif  dalam rangka membangun bangsa. 

Hal ini bisa dilakukan ketika kita memiliki cetak – biru yang bisa dijadikan 

sebagai acuan normatif dalam mengelola heterogenitas sosial - budaya kita. 

Sejauh ini, Indonesia cukup teruji dalam menghadapi berbagai rintangan dan 

ujian yang dapat memorakporandakan bangunan kebangsaan kita. Kita 

memang patut berbangga atas prestasi yang sudah kita raih. Tetapi kita tidak 

boleh lengah terhadap hadirnya “tangan - tangan jahil” yang tidak 

menghendaki Indonesia utuh dan berjaya. 7  

Di sisi lain, jika heterogenitas kebangsaan kita tidak bisa dikelola 

dengan baik, maka ia bisa menjelma menjadi kekuatan destruktif yang bisa 

mencabik - cabik bangunan kebangsaan yang sudah sedemikian lama 

terbangun di bawah panji - panji Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI).8 Seperti yang terjadi pada akhir - akhir ini, banyak terjadi konflik 

horizontal yang mengatasnamakan agama. Entah itu dalam lingkaran se-

agama atau beda agama. Kasus yang pertama adalah antara konflik Sunni - 

Syiah yang berada di Sampang, Madura pada pertengahan tahun 2013 lalu, 

                                                           
6 Ibid, 5 - 6 
7 Masdar Hilmy, Islam, Politik & Demokrasi (Surabaya: Imtiyaz, 2014),  22. 
8 Ibid, 22 
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dan di daerah Pasuruan. Kemudian kasus yang kedua adalah konflik 

horizontal antara Islam – Kristen di daerah Poso, Maluku dan Ambon. 

Konflik yang di dasari atas nama suku adalah konflik horizontal antara 

etnis Madura - Dayak di daerah Sampit sekitar awal tahun 2001. Kemudian 

juga konflik horizontal di daerah Sambas sekitar tahun 1999. Akibat dari 

konflik tersebut tidak sedikit yang merenggut nyawa. Serta banyak 

insfrastuktur di daerah konflik yang rusak sehingga perlu ada penanganan 

yang serius dari pemerintah.  

 Problem di atas kemudian menimbulkan suatu pertanyaan. Mengapa 

hal itu bisa terjadi?, padahal di dalam ajaran semua agama mengajarkan 

kebaikan kepada sesama, selain itu tidak sesuai dengan adat ketimuran yang 

cenderung sopan, ramah dan gotong - royong. Ataukah tidak ada peran 

pemerintah untuk mencegah atau meredam konflik horizontal tersebut? 

Di sini, menjadi penting untuk mengkaji masalah kebijakan 

pemerintah dalam memberikan tatanan nilai kepada rakyat Indonesia karena 

ini menjadi tonggak dasar untuk menjadikan bangsa ini bisa hidup beragam 

dengan mengangkat nilai - nilai pendidikan. Tetapi perlu juga untuk 

disampaikan bahwa arah kemanusiaan - pendidikan – pemerintah menjadi 

suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena sebenarnya menjadi suatu 

sistem yang saling melengkapi. 

Sebenarnya, sejak A. Mukti Ali menjadi menteri agama, banyak upaya 

yang dilakukan demi terjadinya masyarakat yang minim konflik. Hal ini 

dikarenakan basis akademik beliau yang mahir dalam bidang perbandingan 
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agama. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil terbukti pada 

beberapa tahun kemudian setelah orde baru tumbang, banyak terjadi konflik 

horizontal namun kebanyakan masih sebatas dalam ruang lingkup SARA. 

Dalam ranah Pendidikan Islam, dijelaskan bahwa ajaran Islam ini 

bersifat rahmatan lil alamin. Sehingga misi kebenaran yang diangkat adalah 

bagaimana bisa berhubungan baik kepada sesama manusia, alam dan Tuhan. 

Jika kesadaran seperti ini dimiliki oleh rakyat Indonesia maka konflik 

horizontal tidak akan terjadi. 

Kemudian dalam kebijakan pendidikan Islam yang sebenarnya 

berdampak positif pada dinamika pendidikan di Indonesia karena perubahan 

penentu kebijakan, pemerintahan, pemimpin, sistem dan secara tidak 

langsung juga perubahan dalam pengambilan kebijakan sehingga ini menjadi 

penting untuk diteliti secara mendalam. 

Dalam masa orde baru, pendidikan Islam sudah memiliki lembaga 

formal yang mumpuni seperti IAIN. Lembaga ini mulai diperhitungkan dalam 

mengembangkan peradaban nasional. Tokoh pelopor IAIN ini adalah A. 

Mukti Ali yang kala itu menjadi menteri agama.9 

Hal menarik lain dalam kebijakan departemen agama ketika di pimpin 

oleh menteri agama A. Mukti Ali adalah penyetaraan lembaga pendidikan 

Islam dengan lembaga pendidikan umum. Memang ketika menteri agama K. 

H. Wahid Hasyim sudah ada tetapi ketika dipimpin oleh A. Mukti Ali, 

penyamaan setatus ini merata di sebagian besar Lembaga Pendidikan Islam di 

                                                           
9 Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), 99. 
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Indonesia. Contoh konkrit adalah ketika K. H. Wahid Hasyim memimpin 

Departemen Agama, metode pembelajaran agama di pesantren (Pendidikan 

Islam) menggunakan bahasa Indonesia10 dan pada praktiknya berlaku hanya 

di Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Namun ketika A. Mukti Ali 

memimpin departemen agama, pemberlakuan 70% Pelajaran Umum dan 30% 

Pelajaran Agama di hampir seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia. 

Penulis menganggap penting untuk mengkaji perkembangan 

pendidikan Islam di masa orde baru dari sisi politik pendidikan Islamnya 

yang mengarah kepada proses pengambilan kebijakan Departemen Agama. 

Sehingga sisi yang selama ini menjadi penting dan tidak terungkap akan 

berusaha penulis kaji dengan orientasi yang mendalam. 

Dalam pembahasan masalah kebijakan pendidikan penulis 

mengangkat isu - isu konseptual dan teoritik yang mampu memberikan 

kerangkan pemahaman utuh. Kebijakan11 bisa menunjuk kepada seperangkat 

tujuan, rencana atau usulan, program - program, keputusan - keputusan, 

menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang - undang atau peraturan-

peraturan 12  yang ini masih dalam rangkaian sistem kebijakan pendidikan 

Islam yang ada, khususnya pada masa A. Mukti Ali menjadi menteri agama. 

                                                           
10  Kebijakan departemen agama pada masa menteri agama K. H. Wahid Hasyim ini 

tertuang dalam undang-undang R.I. No. 12/ 1954 pasal 5 ayat 1. Yang berbunyi, Bahasa Indonesia 

sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekolah-sekolah diseluruh indonesia. 
11 James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan 

yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau 

sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Lihat: James E. Anderson, Public 

Policy Making, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984, cet. ke-3),  3. 
12 Mudjia Rahardjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer (Malang: UIN-

MALIK PRESS, 2010), 3. 
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Di sinilah studi pengambilan kebijakan pendidikan Islam pada masa 

A. Mukti Ali menjadi penting karena didasarkan pada formulasi awal 

pembentukan bangsa Indonesia yang mengenal nilai - nilai pluralisme 

baragama yang saat itu bangsa Indonesia mengalami gejolak sosial - politik.  

Dengan berimplikasi pada arah dan tujuan pendidikan secara umum. 

Apalagi tokoh yang diambil dalam penelitian ini merupakan sosok yang 

sangat berpengaruh dan keberadaannya membawa dampak yang sangat besar 

dalam mengarahkan bangsa Indonesia menuju peradaban yang lebih mapan. 

Oleh karena itu, penulis memberikan judul dalam penelitian ini adalah; 

Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi tentang Kebijakan Departemen 

Agama pada masa A. Mukti Ali)  

B. Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini menjawab fokus inti serta tidak memunculkan 

bias, maka penulis membatasi masalah pada: 

Pertama, dalam pembahasan mengenai politik pendidikan Islam 

peneliti membatasi hanya pada ranah kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah, kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang mengarah pada 

perkembangan pendidikan islam. Sehingga dengan maksud agar dapat 

diketahui mengenai motif pengambilan kebijakan, kondisi sosial-politik yang 

mempengaruhinya serta dampak dari kebijakan yang diambil. 

Kedua, agar penelitian ini tetap fokus, maka peneliti membatasi pada 

masa orde lama kabinet pembangunan II dengan transisi waktu 28 maret 1973 

sampai 29 maret 1978 pada saat itu dipimpin oleh presiden Suharto dan 
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menteri agama A. Mukti Ali, hal ini menjadi menarik karena kondisi sosial - 

politik yang melatar belakanginya. Dengan demikian, peneliti tidak 

membahas era lain yang sekiranya menjadi rangkaian sistem pendidikan 

sampai saat ini. 

Melalui identifikasi dan batasan masalah ini, peneliti berharap dalam 

penelitian ini akan tetap fokus dan sistematis sehingga tidak melebar dan 

meluas ke arah pembahasan lain. 

C. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan pusat perhatian dalam sebuah 

penelitian. Untuk itu, sesuai dengan latar belakang masalah sebagaimana 

dijabarkan di atas, maka masalah penelitian ini berusaha menjawab persoalan 

tentang: 

1. Bagaimana Kebijakan Departemen Agama pada masa Menteri Agama A. 

Mukti Ali di bidang pendidikan Islam? 

2. Bagaimana Implikasi Kebijakan Departemen Agama pada masa Menteri 

Agama A. Mukti Ali terhadap Pendidikan Islam di Indonesia pada masa 

orde baru? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan point rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan meneliti lebih dalam Kebijakan Departemen Agama di 

bidang pendidikan Islam pada masa Menteri Agama A. Mukti Ali. 
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2. Sekaligus Implikasi Kebijakan Departemen Agama pada masa Menteri 

Agama A. Mukti Ali terhadap Pendidikan islam di Indonesia pada masa 

orde baru. 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam kerangka penelitian ini paling tidak terdapat manfaat yang 

dapat diambil, diantaranya: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Dalam penelitian ini, setidaknya akan bermanfaat dalam 

memberikan motivasi untuk digalakkannya pembahasan lebih lanjut 

tentang pentingnya periode awal negara indonesia dalam mengembangkan 

nilai pluralisme  dengan penentuan kebijakan politik pendidikan islam. 

Sebab, pada saat itu mengalami dinamika yang luar biasa akibat dari 

kondisi sosial - politik masa itu. 

Penelitian ini juga berguna sebagai salah satu bahan pemikiran 

untuk menentukan kebijakan pemerintah dalam masyarakat. Dengan kata 

lain, hasil penelitian ini sebagai modal dan rekomendasi untuk kemudian 

diterapkan dalam perkembangan masyarakat saat ini dan dikemudian hari. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi pemerintah yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan, 

khususnya kebijakan dalam lembaga pendidikan Islam agar tidak 

salah arah dan semaunya sendiri yang itu berdampak pada instabilitas 

sistem pendidikan. Dengan kata lain jika pemerintah memahami jerih 

payah membumikan nilai pluralisme dalam pembuatan kebijakan 
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pendidikan yang pada saat itu kondisi sosial-politik yang tidak 

menentu. 

b. Kemudian bagi praktisi pendidikan agar bisa memahami bahwa pada 

saat orde baru pendidikan pluralism ini diperjuangkan dan 

diformulasikan dengan jerih payah, sehingga ketika menjalankan 

tugasnya tidak terkesan asal - asalan 

c. Bagi masyarakat secara umum agar memahami dan mempelajari betul 

kebijakan pemerintah dalam ranah pendidikan sehingga bisa 

mengontrol ketentuan yang ditelurkan oleh pemerintah. 

F. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan arah dari judul 

penelitian ini, maka perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa unsur istilah 

yang terdapat dalam judul Tesis ini, di antaranya: 

1. Politik Pendidikan Islam 

Dalam penelitian ini, politik pendidikan Islam dimaknai sebagai 

suatu proses pendekatan atau metode untuk mencapai tujuan pendidikan 

islam yang dikehendaki, sesuai dengan nilai - nilai keislaman yang selama 

ini menjadi prinsip hidup. Semisal tentang anggaran pendidikan, 

kebijakan pemerintah serta partisipasi masyarakat, sehingga terbentuknya 

manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional serta 

pembentuk bangsa yang berkarakter. 

2. Kebijakan 
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Kebijakan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebijakan yang 

menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-

program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta 

undang-undang atau peraturan - peraturan, 13  sehingga Bertolak dalam 

pemahaman ini, kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan pemerintah 

dalam ranah pendidikan sehingga rangkaian sistem yang dimaksud di atas 

adalah bagian dalam kebijakan pendidikan yang diemban oleh 

pemerintah. 

Dengan demikian maka term atau makna dari judul Tesis: “Politik 

Pendidikan Islam di Indonesia (Studi tentang Kebijakan Departemen Agama 

pada masa A. Mukti Ali)” adalah meninjau tentang pengambilan kebijakan 

oleh pemerintah dalam mengembangkan pendidikan islam yang ini 

difokuskan pada masa menteri agama A. Mukti Ali.  

G. Kajian Terdahulu 

Pada sub bab kajian terdahulu ini dengan Tesis yang berjudul; Politik 

Pendidikan Islam di Indonesia (Studi tentang Kebijakan Departemen Agama 

pada masa A. Mukti Ali). Fokus pada dua pembahasan pertama adalah kajian 

kepustakaan yang berkaitan dengan kebijakan Departemen Agama dan yang 

kedua adalah kajian tentang pemikiran A. Mukti Ali dalam berbagai bidang.  

1. Penelitian yang membahas tentang kebijakan Departemen Agama penulis 

menemukan beberapa diantaranya adalah: 

                                                           
13Mudjia Rahardjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer ….  3. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 

 

 

 

a. Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan Islam di 

Indonesia.14 Penelitian ini berupa Thesis yang ditulis oleh Wahyudi 

pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Kediri. Konsentrasi bidang Pendidikan agama islam. Penelitian ini 

mencoba memberikan gambaran, bagaimana pesantren dan madrasah 

bisa muncul sebagai lembaga pendidikan yang mampu memberikan 

arahan dan pengembangan rakyat pribumi dan merupakan embrio dari 

pendidikan modern masa kini. 

b. Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan 

Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi.15 Karya abd rachman 

assegaf ini merupakan buku yang diterbitkan dari hasil Desertasinya di 

Program Pasca Sarjana UIN Jogjakarta. Buku terbitan kurnia kalam ini 

menjelaskan rangkaian kebijakan pemerintah dalam pendidikan agama 

islam serta menggambarkan rangkaian sejarahnya. 

c. Politik Pendidikan Islam di Indonesia: Studi Analisis Kebijakan 

Pendidikan Islam Pasca Orde Baru.16  Karya Choirul Mahfud ini 

merupakan desertasi di program pasca sarjana UIN Sunan Ampel 

Surabaya. Dalam desertasi ini menjelaskan tentang fenomena 

perpolitikan bangsa Indonesia pasca 1998 terhadap pendidikan islam, 

serta relasi politik dengan pendidikan secara umum. 

                                                           
14 Wahyudi, Pesantren dan Madrasah dalam politik Islam di Indonesia, (Tesis – STAIN 

Kediri, 2002) 
15  Abd. Rachman Assegaf, Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan 

Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005) 
16  Choirul Mahfud, Politik Pendidikan Islam di Indonesia; Studi Analisis Kebijakan 

Pendidikan Islam Pasca Orde Baru, (Desertasi - IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013) 
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2. Penelitian yang membahas tentang pemikiran A. Mukti Ali diantaranya 

adalah: 

a. A. Mukti Ali; Modernisasi Politik - Keagamaan Orde Baru17. Karya 

Ali Munhanif ini adalah merupakan artikel kementerian agama yang 

menjelaskan tentang perjalanan kementerian agama ketika dipimpin 

oleh A. Mukti Ali, seperti: kebijakan politik, arah modernisasi 

kelembagaan, pembaharuan kurikulum lembaga pendidikan islam. 

b. Studi Agama Dalam Perspektif H. A. Mukti Ali 18 . Karya Siti 

Khamnah ini merupakan sekripsi di jurusan Perbandingan Agama 

Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Yang menjelaskan 

tentang kajian perbandingan agama di Indonesia mulai dari 

pemahaman akan keberagaman sampai pemahaman akan kebenaran 

universal dari setiap agama. 

Dari uraian kajian kepustakaan diatas penulis dapat memberikan 

kesimpulan bahwa masih belum ada penelitian yang mengkaji tentang; Politik 

Pendidikan Islam di Indonesia (Studi tentang Kebijakan Politik Pendidikan 

Islam Pada Masa A. Mukti Ali). 

H. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, mengolah dan menganalisis 

data, maka langkah-langkah yang harus dijelaskan terkait dengan hal-hal 

teknis dalam metodologi penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

                                                           
17  Ali Munhanif, A. Mukti Ali; Modernisasi Politik - Keagamaan Orde Baru, 

(kementerian agama, 1997) 
18 Siti Khamnah, Studi Agama Dalam Perspektif H. A. Mukti Ali, (Sekripsi - UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, 2003) 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library reseach). 

Mengacu pada term penelitian kepustakaan sendiri adalah serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca dan mencatat serta mengolah data penelitian.19Melihat dari segi 

jenisnya, penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif 20 , yakni 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individu maupun kelompok.21 

2. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini bercorak historis – faktual 22 karena mengarah pada 

pengambilan kebijakan masa lalu. Serta deskribtif - analisis23yaitu dengan 

memberikan gambaran secara utuh tentang kebijakan politik pendidikan 

Islam. kemudian dianalisis berdasarkan konsep prinsip – prinsip politik 

pendidikan islam di indonesia. 

3. Sumber Data yang digunakan 

a. Sumber Primer 

                                                           
19 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. 

Ke-3, 2004),  3.  
20 Sugiyono menjelaskan penelitian kualitatif digunakan untuk kepentingan yang berbeda-

beda. Salah satunya adalah untuk meneliti sejarah perkembangan kehidupan seorang tokoh atau 

masyarakat akan dapat dilacak melalui metode kualitatif. 
21 Nana SyaodihSukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,(Jakarta: PT. Remaja Rosda 

karya, 2007),  60. 
22 Anton Barker, Metode–Metode Filsafat, (Jakarta: Galia Indonesia, 1984),  136. 
23  Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, Cet. Ke-7, 

2002,), 198.  
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Penulis mengkaji pemikiran A. Mukti Ali, tentang politik dan 

pendidikan yang terdapat pada beberapa karya ilmiahnya baik berupa 

artikel maupun buku, antara lain; 

1) Mukti Ali, Etika Agama dalam Pembinaan Kepribadian Nasional 

dan Pemberantasan Kemiskinan dari Segi Agama Islam, 

Yogyakarta; yayasan Nisa, 1971 

2) Mukti Ali, Masalah Komunikasi Ilmu Pengetahuan dalam Rangka 

Pembangunan Nasional, Yogyakarta; Yayasan Nida, 1971 

3) Mukti Ali, Dialog Antar Agama, Yogyakarta: Yayasan Nida, 2970 

4) Mukti Ali, Beberapa Masalah Pendidikan Agama di Indonesia, 

Yogyakarta: Yayasan Nida, 1971 

5) Mukti Ali, Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini, Jakarta: 

rajawali press, 1981 

6) Mukti Ali, Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia, Bandung: 

Mizan, 1988 

7) Mukti Ali, Metode Memahami Agama Islam, Jakarta: Bulang 

Bintang, 1991 

8) Mukti Ali, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam, Bandung: 

Mizan, 1991 

9) Mukti Ali, Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer, 

Yogyakarta: Yayasan Nida, 1997 

b. Sumber Sekunder 
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Adapaun sumber sekunder diambil dari karya tulis diambil dari buku 

maupun artikel yang secara konsen mengkaji tentang departemen 

agama pada masa A. Mukti Ali, antara lain;  

1) Ali Munhanif, A. Mukti Ali; Modernisasi Politik Keagamaan Orde 

Baru, Portal Kementerian Agama, 1997 

2) Abdurrahman, Burhanuddin Daya, Djam’annuri (ed.), Agama dan 

Masyarakat; 70 tahun H. A. Mukti Ali, Yogyakarta: IAIN Sunan 

Kalijaga Prees, 1993 

3) Abd. Rachman Assegaf, Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran 

Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke 

Reformasi, Jogjakarta: Kurnia Kalam, 2005 

4) Mudjia Rahardjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer, 

Malang: UIN-MALIK PRESS, 2010 

5) Masdar Hilmy, Islam, Politik & Demokrasi, Surabaya: Imtiyaz, 

2014 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metode dokumenter, yaitu mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-

hal atau variable penelitian yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, notulen, prasasti, rapat, leger, dan penelitian ini bersifat 

kepustakaan. 

Oleh karena itu langkah yang dapat ditempuh peneliti sebagai upaya 

menyelaraskan metode documenter tersebut, antara lain:  
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a. Reading, yaitu dengan membaca dan mepelajari literature - literatur yang 

berkenaan dengan tema penelitian. 

b. Writing, yaitu membuat catatan data yang berkenaan dengan penelitian. 

c. Editing, yaitu memeriksa validitas data secara cermat mulai dari 

kelengkapan referensi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-

ungkapan dan semuacatatan data yang telah dihimpun. 

d. Untuk keseluruhan data yang diperlukan agar tekumpul, maka tindakan 

analisis data yang bersifat kualitatif dengan maksud mengorganisasikan 

data.24yang kemudian proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh 

data yang tersedia dalam berbagai sumber.25 

5. Teknik Analisis Data 

Adapun tehnik analisis data dari penelitian ini adalah menggunakan 

instrument analisis deduktif dan content analysis atau analisa isi26. Dengan 

menggunakan analisis deduktif, langkah yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini ialah dengan cara menguraikan beberapa data yang bersifat 

umum yang kemudian ditarik keranah khusus atau kesimpulan yang pasti.27 

Content analysis penulis perguanakan dalam pengolahan data dalam 

pemilahan pembahasan dari beberapa gagasan atau yang kemudian 

dideskripsikan, dibahas dan dikritik. Selanjutnya dikelompokan dengan data 

                                                           
24Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, ……, 103. 
25Ibid., 193. 
26 Peneliti menganggap bahwa, penelitian ini menggunakan tekhnik analisis data (Content 

Analisis), karena penelitihan ini berangkat dari studi tokoh yang di dapatkan dari data-data tempo 

dulu (naskah). Sehingga ada yang mengatakan bahwa ini merupakan penelitihan naskah. 
27Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 

Ke- 10, 2009,), 18. 
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yang sejenis, dan dianalisa isinya secara kritis guna mendapatkan formulasi 

yang kongkrit dan memadai, sehingga pada akhirnya penulis pergunakan 

sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan sebagaijawaban dari rumusan 

masalah yang ada. 

Maksud penulis dalam penggunanaan teknik Content analysis ialah 

untuk memper tajam maksud dan inti data-data, sehingga secara langsung 

memberikan ringkasan pada tentang fokus utama pola kebijakan politik 

pendidikan islam, analisis ini penting untuk dijadikan rambu-rambu agar 

uraian yang ditulis dalam penelitian ini tidak jauh melebar dari fokus inti 

pembahasan.28 

I. Sistematika Pembahasan  

Agar penyusunan penelitian ini selaras dengan fokus bidang kajian, 

maka dibutuhkan sistematika pembahasan. Adapun rancangan sistematika 

pembahasan dalam penyusunan penelitian ini antara lain: 

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, 

batasan masalah, metode penelitian yang meliputi: (jenis penelitian, sumber 

data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data), sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, Kajian teori. Dalam bab ini dibahas tentang teori atau 

konsepsi pembahasan politik pendidikan. Adapun kajian pada bab ini 

                                                           
28Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000),  

68. 
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mencakup: teori politik pendidikan Islam dan teori kebijakan politik 

pendidikan Islam menurut berbagai tokoh. 

Bab ketiga, membahas tentang profil dari A. Mukti Ali dan 

menjelaskan sejarah intelektual beliau sejak masa kanak - kanak sampai 

menjadi orang yang berpengaruh untuk kemajuan bangsa Indonesia. 

Bab ke empat, membahas tentang kebijakan politik pendidikan Islam 

yang ini dibatasi pada masa orde baru kabinet pembangunan II dengan 

transisi waktu 28 Maret 1973 sampai 29 Maret 1978 pada saat itu dipimpin 

oleh presiden Suharto dan menteri agama A. Mukti Ali. Selain itu juga 

diuraikan mengenai hal menarik yang mempengaruhi kebijakan – kebijakan 

tersebut, serta pengaruhnya pada masa sesudahnya. 

Bab ke lima, tentang penutup yaitu menguraikan tentang kesimpulan 

dan saran - saran. Diteruskan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran. 

 


